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MOTO 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.” 

(terjemahan Surah Al-Insyirah ayat 6-8).*

                                                           
*) Al Quran dan terjemahannya 
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RINGKASAN 

Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. 

Kecantikan Jember; Elma Sirikit, 160903101024; 2019: 172 halaman; Program 

Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Seiring berkembangnya teknologi informasi dan sistem informatika, 

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas melayani wajib pajak dan 

masyarakat menerapkan pelayanan pajak secara online, salah satunya dalam 

melakukan pelaporan pajak. Aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 

merupakan aplikasi berbasis komputer dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibuat 

tahun 2015 untuk wajib pajak badan dalam mempermudah membuat dan 

melaporkan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771. 

 Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 sampai  dengan 09 Maret 

2019. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di CV. Kecantikan 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan tentang pelaporan e-

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Kecantikan Jember. 

 Ada beberapa langkah sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) Pajak Penghasilan Badan menggunakan aplikasi e-SPT yaitu, 

mendownload dan menginstall aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan, kemudian 

pengisian SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan data laporan keuangan Laba Rugi 

dan Neraca, Daftar Jumlah Peredaran Bruto, Daftar Penyusutan, Bukti Potong dan 

dokumen lainnya. Setelah melakukan pengisian, kirim SPT dalam bentuk file 

CSV beserta lampiran-lampirannya melalui e-Filing di website 

www.djponline.pajak.go.id dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 446/UN25.1.2./SP/2019, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam membiayai pembangunan dalam 

suatu negara diperlukan pengeluaran yang tidak sedikit. Pembiayaan 

pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dengan salah satu sumber terbesar berasal dari penerimaan pajak. Definisi pajak 

yang dikemukakan oleh Adriani dalam (Pandiangan, 2014) adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2018 mencapai 1.521,4 triliun yang 

terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.315,93 triliun, kepabean dan cukai sebesar 

205,47 triliun. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, perbaikan dan penambahan layanan publik.  

Pentingnya pajak dalam perekonomian negara telah mendorong 

pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Dimulai dari reformasi 

perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 

reformasi sistem administrasi perpajakan serta peningkatan sumber daya manusia. 

Tujuan dari reformasi perpajakan yaitu untuk lebih menegakkan kemandirian 

bangsa dengan menjadikan penerimaan pajak sebagai  pembiayaan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan negara Indonesia.  

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia 

yang menempatkan masyarakat sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan 
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penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perubahan sistem 

pemungutan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh 

dalam membayar pajak sehingga tercapai kemandirian keuangan negara melalui 

pajak. 

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang 

dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa (Boedijono dkk, 

2019). Di Indonesia, pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, di mana 

pemungutan masing-masing diserahkan kepada instansi yang berwenang (Prakoso 

dkk, 2019). Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota seperti Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan lain sebagainya yang telah diatur dalam 

perundang-undangan perpajakan. 

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2018 (dalam triliun rupiah) 

Uraian 
APBN 

2018 

Realisasi s/d 31 Des 2018 

 ∆ % 2017 

– 2018 

% thd 

Target 

Pajak Penghasilan 855,13 751,49 16,19% 87,88% 

- Migas 38,13 64,69 28,57% 169,64% 

- Non Migas 817,00 686,80 15,14% 84,06% 

PPN dan PPnBM 541,80 538,20 11,96% 99,34% 

PBB dan Pajak Lainnya 27,06 26,24 11,61% 96,971% 

Jumlah 1.424,00 1.315,93 14,33% 92,41% 
Sumber: Laporan Keuangan Menteri Keuangan Januari 2019 

 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak 

tahun 2018 paling tinggi diperoleh yaitu dari pajak penghasilan yang mencapai 

751,49 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pengertian 

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
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konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan terdiri 

dari Pajak Penghasilan pasal 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 4 ayat (2) dan lain sebagainya.  

Menurut penelitian Wicaksono dkk (2019), kendala dalam persyaratan 

administrasi, perbedaan pemahaman peraturan, serta kendala dalam perpajakan 

merupakan hal yang biasa ditemui dalam pengelolaan keuangan. Pada Tabel 1.1 

di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai target 

dari APBN meski dalam tahun berjalan terdapat pengurangan penerimaan 

potensial dari pemberian fasilitas perpajakan, terutama  penurunan tarif pajak 

penghasilan yang dikenai pajak bersifat final berdasarkan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf e berbunyi penghasilan tertentu lainnya 

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah serta program 

percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Penurunan tarif 

pajak penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 dengan tarif 1% kini telah diturunkan menjadi tarif 0,5% 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan 

peraturan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari 

usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak 

melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

CV. Kecantikan merupakan nama badan usaha yang bergerak di bidang 

perdagangan eceran kosmetik di Kabupaten Jember. Dalam satu tahun 

menjalankan kegiatan usaha, CV. Kecantikan mendapatkan jumlah peredaran 

bruto atau omzet sebesar Rp. 1.983.999.699 yang diperoleh berbagai jenis 

kegiatan usaha di dalamnya, antaranya klinik kecantikan, kefarmasian, dan 

skincare. Berdasarkan data, diketahui CV. Kecantikan memperoleh jumlah 

peredaran bruto atau omzet selama tahun 2018 di bawah Rp. 4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga CV. Kecantikan merupakan 

subjek pajak penghasilan tertentu lainnya berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf e 

berkewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, 

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan 
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Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Kementerian 

Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu. Berikut tabel Daftar Jumlah Peredaran Bruto CV. Kecantikan selama 

tahun 2018. 

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Peredaran Bruto CV. Kecantikan Tahun 2018 

No. Bulan Peredaran Bruto / Omzet 

1. Januari Rp.            101.101.990 

2. Februari Rp.            184.840.389 

3. Maret Rp.            110.493.200 

4. April Rp.            157.469.555 

5. Mei Rp.            150.017.630 

6. Juni Rp.            152.179.216 

7. Juli Rp.            211.590.880 

8. Agustus Rp.            188.663.360 

9. September Rp.            172.423.900 

10. Oktober Rp.            193.654.425 

11. November Rp.            128.156.508 

12. Desember Rp.            233.408.646 

 Jumlah Omzet Tahun 2018 Rp.         1.983.999.699 
Sumber : Laporan Keuangan CV. Kecantikan 

 

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. 

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan sistem informatika 

dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan pelayan pajak secara online yang 

disebut e-Tax yang merupakan sarana pelayanan perpajakan yang disediakan DJP 

secara elektronik bertujuan untuk memudahkan pelayanan perpajakan mulai dari 

pendaftaran wajib pajak (e-Registration, e-NPWP), membayar pajak (e-Billing, e-

Payment), hingga melaporkan pajak (e-SPT, e-Filing). Pelaporan pajak baik Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, kini 

dapat melalui e-SPT atau Surat Pemberitahuan Elektronik yang merupakan data 

SPT berbentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak menggunakan aplikasi e-

SPT. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang 
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digunakan wajib pajak untuk membuat e-SPT. Hal tersebut memudahkan wajib 

pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online, termasuk CV. Kecantikan.  

Aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan merupakan aplikasi 

berbasis komputer dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibuat tahun 2015 untuk 

wajib pajak badan dalam mempermudah membuat dan melaporkan e-SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771. Selama ini CV. Kecantikan melaporkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 1771 secara 

manual. Sehingga pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan badan tahun 2018, 

CV. Kecantikan baru akan memanfaatkan aplikasi e-SPT dalam melaporkan 

kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik 

mengambil judul Tugas Akhir tentang “Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok 

permasalahan pada Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana Prosedur Pelaporan e-

SPT Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Maka setiap 

kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu: 

1.3.1 Tujuan  

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember. 

 

1.3.2 Manfaat 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menjadikan sarana dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

penulis selama di bangku perkuliahan; 
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2) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, keahlian, keterampilan, 

pengalaman penulis sehingga dapat digunakan untuk persiapan 

menghadapi dunia kerja khususnya bidang perpajakan; 

3) Meningkatkan keahlian dan penggunaan aplikasi di bidang perpajakan 

yang diperoleh saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

b. Bagi CV. Kecantikan 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi 

dengan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat 

akademisi maupun bersifat organisasi; 

2) Membantu perusahaan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Badan. 

c. Bagi Universitas Jember 

1) Sebagai referensi untuk memberikan informasi baru mengenai Tugas 

Akhir Diploma III Perpajakan pada lingkungan Universitas Jember; 

2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar 

mengajar pada perkuliahan Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari 

berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu 

permasalahan.  

 

2.1 Prosedur dan Pelaporan 

Prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam 

memecahkan suatu masalah. Sedangkan pelaporan adalah proses, cara, perbuatan 

melaporkan. [https://kbbi.web.id diakses pada 25 Mei 2019]. 

 

2.2 Perpajakan  

2.2.1 Pengertian Pajak 

Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Adriani dalam Pandiangan (2014:3) pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 

terdapat beberapa unsur yaitu: 

a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib; 

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 

c. Pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat; 
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d. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat 

bagi masyarakat. 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak (Resmi, 2016:3) yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Seperti pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain; 

b. Fungsi Regulerend (Pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya adalah: 

1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat 

terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang 

maka tarif pajak semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya; 

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan; 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa negara; 

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, 

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri terhadap 

industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi; 

5) Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di Indonesia. 
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2.2.3 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2016:7) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a. Menurut Golongan 

1) Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya Pajak 

Penghasilan (PPh); 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dibebankan kepada pihak lain atau 

pihak ketiga, yang terjadi karena suatu kegiatan misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut Sifat 

1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) 

untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Contohnya 

Pajak Penghasilan (PPh); 

2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya berupa 

benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek 

wajib pajak maupun tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). 

c. Menurut Lembaga Pemungut 

1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM); 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 

(lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. 

Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
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Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 

Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri 

dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (Puspita dan Wicaksono, 2017). 

 

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Pandiangan (2014:12) ada tiga sistem dalam pemungutan 

kewajiban perpajakan yaitu: 

a. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak 

melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan 

informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Dan untuk self assessment system sendiri masih 

dibedakan atas dua jenis yaitu: 

1) Full Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana 

wajib pajak dengan kesadaran sendiri serta sukarela (voluntary 

compliance) melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan data dan serta informasi yang ada padanya dan berdasarkan 

ketentuan perpajakan yang berlaku; 

2) Semi Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana 

wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena 

adanya surat himbauan atau sarana informasi lainnya atas data dan 

informasi wajib pajak yang diperoleh atau diberikan oleh otoritas 

perpajakan (kantor pajak). 

b. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib 

pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan 

pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak); 
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c. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak di mana pelaksana 

kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) 

karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut. 

 

2.2.5 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada empat macam tarif pajak: 

a. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase tetap terhadap 

berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; 

b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap; 

c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar; 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 
 Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar; 

2) Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap; 

3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. 

d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 

 

2.2.6 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak 

Pengertian Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak menurut 

Mardiasmo (2016:15) yaitu: 

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak; 

b. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi 

maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak; 
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c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau 

pemotong pajak tertentu. 

 

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak 

yang disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2016:74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

suatu tahun pajak. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

 

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2016:75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu 

yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran 

untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut: 
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a. Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak (ahli waris) 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan 

agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut 

tetap dapat dilaksanakan. 

c. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat 

berupa: 

1) Tempat kedudukan manajemen; 

2) Cabang perusahaan; 

3) Kantor perwakilan; 

4) Gedung kantor; 

5) Pabrik; 
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6) Bengkel; 

7) Gudang; 

8) Ruang untuk promosi dan penjualan; 

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan; 

14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi 

atau menanggung risiko di Indonesia; 

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

 

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 

yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah: 

a. Kantor perwakilan negara asing; 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan  
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2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 

yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia 

maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

Menurut Resmi (2016:80) dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan 

ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya; 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, 

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau 

hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan 

d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 

 

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan 

Menurut Pandiangan (2014:164) tarif pajak penghasilan dibedakan antara 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagaimana berikut: 
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a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 

Tarif Dividen 10% 

Wajib Pajak tidak memiliki NPWP (untuk Pajak 

Penghasilan pasal 21) 

20% lebih tinggi 

dari tarif normal 

Wajib Pajak tidak mempunyai NPWP untuk yang 

dipungut/dipotong (untuk Pajak Penghasilan pasal 23) 

100% lebih tinggi 

dari tarif normal 
Sumber : Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan 

Tahun Tarif Pajak 

2009 28% 

2010 dan selanjutnya 25% 

Perseroan Terbatas yang 40% sahamnya 

diperdagangkan di bursa efek 

5% lebih rendah dari 

yang seharusnya 
Sumber : Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

c. Wajib Pajak Luar Negeri sebesar 20% atau berdasarkan kesepakatan dalam 

Tax Treaty; 

d. Pengurangan Tarif (Tax Cut). 

Sesuai Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, bagi  Wajib Pajak 

Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif (tax cut) sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian 

peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah). 

 

2.3.7 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) 

Menurut Resmi (2016:143) pajak penghasilan bersifat final adalah pajak 

penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat 
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dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun 

pajak. Pajak penghasilan yang dikenai pajak bersifat final yang tertuang dalam 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

 

2.4 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

2.4.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) yang 

tertuang huruf e atas penghasilan tertentu lainnya  yang memiliki peredaran bruto 

tertentu diatur sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 
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Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

 

2.4.2 Subjek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah 

diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan yang menjadi 

subjek pajak adalah: 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi; dan 

b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau 

perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

 

Yang tidak termasuk subjek pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 

adalah: 

1) Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 

17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak 

Penghasilan; 

2) Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang 

dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian 

khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan 

bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); 

3) Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 

31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan 

Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau 

penggantinya; dan 
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4) Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha tetap (BUT). 

 

2.4.3 Objek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pengertian 

objek pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah atas penghasilan dari 

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki 

peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam 

jangka waktu tertentu. Yang tidak termasuk objek pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi: 

1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris; 

2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama dan penari; 

3) Olahragawan; 

4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

6) Agen iklan; 

7) Pengawas atau pengelola proyek; 

8) Perantara; 

9) Petugas penjaja barang dagangan; 

10) Agen asuransi; 

11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya 

terutang atau telah dibayar di luar negeri; 

c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan 

d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 
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2.4.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Tarif pajak penghasilan yang bersifat final dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% (satu persen) yang mana telah diubah 

sejak bulan Juni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi 

sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 

a. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 

 

 

 

b. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 

 

 

 

Tarif tersebut dikalikan dengan jumlah peredaran bruto usaha dalam 

sebulan dan dalam setahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus rupiah). 

 

2.4.5 Jangka Waktu Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Setelah adanya perubahan pajak penghasilan bersifat final dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ke Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan pengenaan pajak penghasilan bersifat final 

memiliki jangka waktu tertentu, yaitu paling lama: 

a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi; 

b. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, atau firma; dan 

c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. 

 

 

PPh Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= 1%  x Jumlah Peredaran Bruto per Bulan 

PPh Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= 0,5%  x Jumlah Peredaran Bruto per Bulan 
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2.4.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu 

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menyetor pajak 

penghasilan terutang dengan cara menyetor sendiri oleh wajib pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu, dan atau dipotong atau dipungut oleh 

pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan 

transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. 

Wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak penghasilan dilakukan 

setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir. Dan wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak 

penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana 

administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Sehingga 

pelaporan hanya dilakukan saat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) pajak penghasilan. 

 

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pengertian surat 

pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 

dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

 

2.5.2 Dasar Hukum  

Dasar hukum pelaporan pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) 

adalah: 

a. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut: 
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1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi 

Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan 

mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke 

Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau 

dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; 

2) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas 

dan menandatanganinya. 

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara 

Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. 

 

2.5.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Ada 2 (dua) jenis Surat Pemberitahuan (SPT) : 

a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa 

Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang selama 

jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

Menurut Pandiangan (2014:190) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terdiri 

atas: 

1) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), yaitu: 

a) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2); 

b) SPT Masa PPh Pasal 15; 

c) SPT Masa PPh Pasal 21/26; 

d) SPT Masa PPh Pasal 22, yaitu: 

(1) SPT Masa PPh Pasal 22 Impor; 

(2) SPT Masa PPh Pasal 22 Bendahara; 

(3) SPT Masa PPh Pasal 22 Pertamina; 

(4) SPT Masa PPh Pasal 22 Pemungut Tertentu. 

e) SPT Masa PPh Pasal 23/26; 
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f) SPT Masa PPh Pasal 25, yaitu: 

(1) SPT Masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi; 

(2) SPT Masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan. 

2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada 3 (tiga) jenis, yaitu: 

a) SPT Masa PPN 1111; 

b) SPT Masa PPN 1111 DM; 

c) Formulir 1107 PUT. 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun 

pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun 

kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. Sedangkan bagian tahun pajak adalah bagian dari 

jangka waktu 1 tahun pajak. 

Menurut Pandiangan (2014:190) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

terdiri atas : 

1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, ada 3 (tiga) jenis yaitu: 

a) Formulir 1770, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan: 

(1) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau 

norma penghitungan penghasilan neto; 

(2) Dari satu atau lebih pemberi kerja; 

(3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; 

(4) Penghasilan lain. 

b) Formulir 1770 S, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan; 

(1) Dari satu atau lebih pemberi kerja; 

(2) Dari dalam negeri lainnya; 

(3) Yang dikenakan pajak penghasilan final  

c) Formulir 1770 SS, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya 

dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan 

tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan 

tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank 

dan/atau bunga koperasi. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 
 

2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, ada 2 (dua) jenis yaitu: 

a) Formulir 1771, bagi wajib pajak badan secara umum; 

b) Formulir 1771/$, bagi wajib pajak badan yang diizinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. 

 

2.5.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam pelaporan pajak 

merupakan salah satu kewajiban wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Pelaporan pajak mempunyai batas waktu jatuh tempo sesuai Pasal 3 ayat (3) 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut: 

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama tanggal 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir masa pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya; 

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau tanggal 31 

Maret setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak; 

c. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 

paling lama (empat) bulan setelah akhir tahun pajak, atau tanggal 30 April 

setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. 

 

2.6 E-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) 

Menurut Pandiangan (2014:39) Surat Pemberitahuan Elektronik atau yang 

disingkat e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dalam bentuk 

elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT 

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-SPT beserta lampiran-

lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash 

disk, dan lain-lain ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di mana wajib pajak 

terdaftar. 
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2.6.1 Dasar Hukum  

Dasar Hukum tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik 

adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata 

Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. 

 

2.6.2 Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) 

Menurut Pandiangan (2014:189) Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara 

cuma-cuma kepada wajib pajak yang digunakan untuk membuat e-SPT. Dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan men-

generate data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Atas 

penyampaian e-SPT secara langsung ke KPP diberikan tanda penerimaan surat 

dari TPT, sedangkan jika penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa 

ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. 

 

2.6.3 e-Filing 

Menurut Pandiangan (2014:189) e-Filing adalah suatu cara penyampaian 

SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet 

pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) maupun 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP). 

Elemen-elemen yang berkaitan dengan e-Filing adalah sebagai berikut: 

a. e-FIN 

e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

b. Tanda Tangan Elektronik 

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi 

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi 

elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. 
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c. Kode Verifikasi 

Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka 

dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak 

atau dari perangkat yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak yang 

digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian SPT elektronik. 

d. Notifikasi 

Notifikasi adalah pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai status SPT 

elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu. 

e. Bukti Penerimaan Elektronik 

Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, jam, Nomor Tanda Terima  Elektronik 

(NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal 

penyampaian SPT elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal 

Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, 

tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), dan Nomor Transaksi 

Pengiriman serta nama Penyalur SPT elektronik, yang tertera pada hasil 

cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT elektronik dilakukan 

melalui Penyalur SPT elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima 

penyampaian SPT elektronik. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di 

CV. Kecantikan yang berlokasi di Jl. Sentot Prawirodirjo No. 18 Jember pada 

bagian perpajakan. 

 

3.1.2  Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Berdasarkan Surat Tugas nomor 446/UN25.1.2/SP/2019 jadwal 

pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 4 Februari 2019 sampai tanggal 9 

Maret 2019 di CV. Kecantikan. 

Adapun kegiatan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai 

jam kerja di CV. Kecantikan yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di CV. Kecantikan 

Hari kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 09.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jumat 09.00 – 16.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu 09.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Minggu Libur Libur 
Sumber: CV. Kecantikan (2019) 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup  

CV. Kecantikan terdapat berbagai kegiatan usaha di dalamnya, antara lain 

klinik kecantikan, kefarmasian, dan penjualan produk skincare. Pada pelaksanaan 

kegiatan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis 

dengan judul “Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada 

CV. Kecantikan Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, 

penulis ditempatkan pada bagian akunting dan perpajakan. Berikut kegiatan yang 

berkaitan dengan judul Laporan Tugas Akhir adalah mendownload dan 

menginstall, pengisian aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, dan 

pelaporan melalui e-Filing. 
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3.2.2 Kegiatan Terjadwal 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa 

kegiatan yang ada di CV. Kecantikan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut 

ini. 

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal 

No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 04 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Perkenalan; 

b. Memahami dan 

menyiapkan apa saja pajak 

yang ada di CV. 

Kecantikan. 

a. Dapat berkenalan 

dengan seluruh 

karyawan CV. 

Kecantikan; 

b. Dapat memahami 

dan membuat 

formulir-formulir 

yang berkaitan 

dengan pajak. 

2. Selasa, 05 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat Daftar Inventaris 

perseroan: 

- Nama Barang 

- Jumlah Unit 

- Tahun Perolehan 

- Harga Perolehan 

- Total Harga Perolehan 

- Keterangan  

b. Inventarisir Harta CV. 

Kecantikan di lantai 1. 

a. Dapat membantu 

pihak CV. Kecantikan 

untuk mencatat harta 

atau aset perseroan 

guna untuk arsip 

perseroan; 

b. Dapat mengetahui 

harta yang dimiliki 

perseroan untuk 

pelaporan pajaknya. 

3. Rabu, 06 

Februari 

2019 s.d. 

Kamis, 07 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Inventarisir Harta CV. 

Kecantikan di lantai 1; 

b. Mempelajari SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan CV. 

Kecantikan Tahun 2017. 

a. Dapat membantu 

pihak CV. Kecantikan 

untuk mencatat harta 

atau aset perseroan 

guna untuk arsip 

perseroan. 

b. Dapat mengetahui 

bagaimana Pelaporan 

SPT Tahunan CV. 

Kecantikan Tahun 

2017. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

4. Jumat, 08 

Februari 

2019 s.d. 

Sabtu, 09 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Inventarisir Harta CV. 

Kecantikan di lantai 2; 

b. Mempelajari Laporan 

Keuangan CV. 

Kecantikan. 

a. Dapat membantu 

pihak CV. Kecantikan 

untuk mencatat harta 

atau aset perseroan 

guna untuk arsip 

perseroan; 

b. Dapat mengetahui 

bagaimana Laporan 

Keuangan CV. 

Kecantikan. 

5. Senin, 11 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Menghitung pajak terutang 

dari Peredaran Bruto atau 

Penjualan selama bulan 

Januari; 

b. Membuat kode Billing 

Pajak Bulan Januari 

melalui website www.-

djponline.pajak.go.id atau 

www.sse3.pajak.go.id; 

dengan menginput : 

- NPWP Perseroan 

- Password DJP 

- Jenis Pajak 

- Jenis Setoran 

- Masa Pajak 

- Tahun Pajak 

- Jumlah Setor 

c. Penyetoran melalui m-

Banking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dapat mengetahui 

jumlah pajak terutang 

CV. Kecantikan bulan 

Januari; 

b. Dapat mengetahui 

bagaimana membuat 

kode Billing; 

c. Dapat membantu CV. 

Kecantikan untuk 

melakukan 

penyetoran pajak 

bulan Januari. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

6. Selasa, 12 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Merekapitulasi Pajak 

Penghasilan Final 2018; 

dengan membuat Daftar 

Checklist untuk merekap 

PPh Final PP 46 Tahun 

2013 dan PP 23 Tahun 

2018 selama tahun pajak 

2018, meliputi: 

- Kode Jenis Pajak 

- Jenis setoran 

- Masa Pajak 

- Jumlah Setoran 

- Tanggal Setoran 

- NTPN 

b. Mengoreksi Kode Jenis 

Pajak, Jenis Setoran, Masa 

Pajak, Jumlah Setoran, 

Tanggal Setoran serta 

NTPN. 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan untuk 

merekap pembayaran 

dan penyetoran pajak 

penghasilan final 

selama tahun 2018; 

b. Membantu CV. 

Kecantikan 

mengetahui jumlah 

denda keterlambatan 

pembayaran pajak 

agar lebih tertib 

dalam membayar 

pajak. 

7. Rabu, 13 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat Daftar PPN 

Pembelian dan Penjualan 

perseroan, meliputi: 

- Bulan 

- Tanggal  

- Nomor Faktur Seri  

- Harga Beli Potongan 

- Uang Muka 

- DPP 

- PPN Masukan 

- Jumlah yang dibayar 

b. Merekapitulasi Faktur 

Pembelian 2016. 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan untuk 

merekap faktur PPN 

atas pembelian bahan 

dan penjualan produk 

serta mengetahui 

besarnya PPN 

Masukan yang telah 

dibayar; 

b. Dapat mengetahui 

Jumlah Pajak 

Masukan CV. 

Kecantikan Tahun 

2016. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

8. Kamis, 14 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat Daftar PPN 

Pembelian dan Penjualan 

perseroan, meliputi: 

- Bulan 

- Tanggal  

- Nomor Faktur Seri  

- Harga Beli  

- Potongan 

- Uang Muka 

- DPP 

- PPN Masukan 

- Jumlah yang dibayar 

b. Merekapitulasi Faktur 

Pembelian 2017. 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan untuk 

merekap faktur PPN 

atas pembelian bahan 

dan penjualan produk 

serta mengetahui 

besarnya PPN 

Masukan yang telah 

dibayar; 

b. Dapat mengetahui 

Jumlah Pajak 

Masukan CV. 

Kecantikan Tahun 

2017. 

9. Jumat, 15 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat Daftar PPN 

Pembelian dan Penjualan 

perseroan, meliputi: 

- Bulan 

- Tanggal  

- Nomor Faktur Seri  

- Harga Beli  

- Potongan 

- Uang Muka 

- DPP 

- PPN Masukan 

- Jumlah yang dibayar 

b. Merekapitulasi Faktur 

Pembelian 2018. 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan untuk 

merekap faktur PPN 

atas pembelian bahan 

dan penjualan produk 

serta mengetahui 

besarnya PPN 

Masukan yang telah 

dibayar; 

b. Dapat mengetahui 

Jumlah Pajak 

Masukan CV. 

Kecantikan Tahun 

2018. 

10. Sabtu, 16 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat laporan e-SPT 

Pajak Penghasilan Pasal 21 

bulan Januari; dengan 

menginput e-SPT PPh 21: 

- Daftar Pemotongan 

Pajak (1721 -I) 

- Satu Masa Pajak 

- Mengisi Jumlah 

Pegawai dan Jumlah 

Penghasilan Bruto 

- SPT Induk 

- Pelaporan SPT dalam 

bentuk CSV. 

b. Pelaporan SPT PPh 21 

melalui e-Filing. 

a. Dapat mengetahui 

bagaimana pelaporan 

e-SPT Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

CV. Kecantikan; 

b. Dapat membantu CV. 

Kecantikan 

melaporkan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

atas gaji pegawai 

selama bulan Januari; 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

11. Senin, 18 

Februari 

2019 s.d. 

Selasa, 19 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Merekapitulasi Petty Cash 

2018; 

b. Mendonwload dan 

menginstall aplikasi e-SPT 

Pajak Penghasilan Badan; 

c. Mempelajari 

pengoperasian e-SPT 

Pajak Penghasilan Badan. 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan merekap 

Petty Cash atau biaya 

pengeluaran 

perseroan selama 

tahun 2018 untuk 

mempermudah 

laporan keuangan; 

b. Dapat mengetahui 

bagaimana 

mendownload dan 

menginstall aplikasi 

e-SPT Pajak 

Penghasilan Badan; 

c. Dapat mengetahui 

pengoperasian 

sementara aplikasi e-

SPT Pajak 

Penghasilan Badan. 

12. Rabu, 20 

Februari 

2019 s.d. 

Jumat, 22 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat Daftar 

Penyusutan. 

- Nama Barang  

- Jumlah Unit 

- Tahun Perolehan 

- Total Harga Perolehan  

- Masa Manfaat 

- Metode Penyusutan  

- Tahun Penyusutan  

- Tarif Penyusutan 

- Cara Perhitungan 

Penyusutan  

- Biaya Penyusutan  

- Nilai Sisa Buku 

b. Memilah barang apa saja 

yang akan disusutkan pada 

data inventaris; dan 

menyusutkan harta atau 

aset perseroan. 

 

 

 

 

 

a. Dapat mengetahui 

barang apa saja yang 

disusutkan guna untuk 

keperluan perpajakan 

dan arsip perseroan. 

b. Dapat membantu CV. 

Kecantikan untuk 

menyusutkan harta 

atau aset perseroan 

untuk membuat 

laporan keuangan 

serta mengisi 

lampiran khusus 

untuk pelaporan pajak 

melalui aplikasi e-

SPT. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

13. Sabtu, 23 

Februari 

2019 s.d. 

Kamis, 28 

Februari 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Menghitung Stock 

Opname; 

b. Membuat Laporan Laba 

Rugi; 

c. Membuat Laporan Neraca. 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan merekap 

dan menghitung stock 

opname barang 

persediaan perseroan; 

b. Dapat membantu CV. 

Kecantikan membuat 

laporan laba rugi 

perusahaan;  

c. Dapat membantu CV. 

Kecantikan membuat 

laporan neraca 

perusahaan. 

14. Jumat, 01  

Maret 2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat Daftar Jumlah 

Peredaran Bruto 2018; 

b. Mengisi Info Profil Wajib 

Pajak CV. Kecantikan 

pada e-SPT Pajak 

Penghasilan Badan. 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan membuat 

Daftar Jumlah 

Peredaran Bruto atas 

penyetoran PP 46 

tahun 2013 dan PP 23 

tahun 2018;  

b. Dapat membantu CV. 

Kecantikan dalam 

pengisian laporan 

SPT Tahunan Badan 

ke aplikasi e-SPT 

Badan. 

15. Sabtu, 02  

Maret 2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

Memasukkan Data 

Penyusutan ke e-SPT 

Badan dan mengisi 

lampiran khusus Daftar 

Penyusutan dan Amortisasi 

Fiskal 

 

Dapat membantu CV. 

Kecantikan dalam 

memasukkan data 

penyusutan ke 

lampiran khusus 

penyusutan dalam 

aplikasi e-SPT Badan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

16. Senin, 04  

Maret 2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Menghitung pajak 

terutang dari Peredaran 

Bruto atau Penjualan 

selama bulan Februari; 

b. Membuat kode Billing 

Pajak Bulan Februari 

melalui website www.-

djponline.pajak.go.id atau 

www.sse3.pajak.go.id; 

dengan menginput : 

- NPWP Perseroan 

- Password DJP 

- Jenis Pajak 

- Jenis Setoran 

- Masa Pajak 

- Tahun Pajak 

- Jumlah Setor 

c. Penyetoran melalui m-

Banking. 

a. Dapat mengetahui 

jumlah pajak terutang 

CV. Kecantikan bulan 

Februari; 

b. Dapat mengetahui 

bagaimana membuat 

kode Billing; 

c. Dapat membantu CV. 

Kecantikan untuk 

melakukan 

penyetoran pajak 

bulan Februari; 

 

17. Selasa, 05  

Maret 2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Membuat laporan e-SPT 

Pajak Penghasilan Pasal 

21 bulan Februari; dengan 

menginput e-SPT PPh 21: 

- Daftar Pemotongan 

Pajak  

(1721 -I) 

- Satu Masa Pajak 

- Mengisi Jumlah 

Pegawai dan Jumlah 

Penghasilan Bruto 

- SPT Induk 

- Pelaporan SPT dalam 

bentuk CSV. 

Pelaporan SPT PPh 21 

melalui e-Filing di 

www.djponline.pajak.go.id. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dapat mengetahui 

bagaimana pelaporan 

e-SPT Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

CV. Kecantikan; 

b. Dapat membantu CV. 

Kecantikan 

melaporkan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

atas gaji pegawai 

selama bulan 

Februari; 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

18. Rabu, 06  

Maret 2019 

s.d. Kamis, 

07 Maret 

2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Menyiapkan dokumen-

dokumen Laporan 

Memasukkan data ke 

aplikasi e-SPT Badan CV. 

Kecantikan; serta mengisi 

Transkip Kutipan Elemen-

Elemen dari Laporan 

Keuangan dan menginput 

formulir SPT 1771 : 

- Lampiran VI 

- Lampiran V 

- Lampiran IV 

- Lampiran III  

- Lampiran II  

- Lampiran I 

- Induk SPT 1771 

b. Pelaporan melalui  

e-Filing di 

www.djponline.pajak.go.id 

a. Dapat membantu CV. 

Kecantikan dalam 

pengisian laporan 

SPT Tahunan Badan 

ke aplikasi e-SPT 

Badan. 

b. Melaporkan SPT 

Tahunan Badan 

melalui e-Filing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Jumat, 08  

Maret 2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Menginput data ke aplikasi 

e-SPT Orang Pribadi 

(Direktur) dan mengisi 

formulir SPT 1770 

- Lampiran IV 

- Lampiran III 

- Lampiran II 

- Lampiran I 

- SPT Induk 

serta melampirkan 

Laporan Keuangan serta 

Daftar Jumlah Peredaran 

Bruto perusahaan. 

b. Pelaporan melalui e-Filing 

di 

www.djponline.pajak.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dapat membantu 

direktur dalam 

melaporkan SPT 

Tahunan Orang 

Pribadi ke aplikasi e-

SPT Orang Pribadi. 

b. Melaporkan SPT 

Tahunan Orang 

Pribadi melalui e-

Filing. 
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No. 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

20. Sabtu, 09  

Maret 2019 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Pratiwi 

a. Evaluasi kegiatan selama 

magang. 

b. Berpamitan kepada 

seluruh staf CV. 

Kecantikan 

a. Dapat mengetahui 

kekurangan apa saja 

yang dilakukan dalam 

pekerjaan guna untuk 

bahan pertimbangan 

di masa yang akan 

datang. 

b. Lebih mengenal 

bagaimana aspek 

perpajakan pada 

perusahaan. 
Sumber: Data diolah untuk Tugas Akhir (2019) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir 

yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi 

yang berbentuk simbol angka atau bilangan. Data yang diperoleh penulis berupa 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak CV. Kecantikan tahun 2017, Laporan 

Keuangan per 31 Desember 2018, Daftar Jumlah Peredaran Bruto selama tahun 

2018, data inventaris harta atau aset perusahaan beserta penyusutannya. 

Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata-kata, 

bukan simbol angka atau bilangan. Data yang diperoleh penulis berupa hasil 

wawancara dan diskusi. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Laporan Tugas 

Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2018:193) sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data 

langsung dari wajib pajak berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 

CV. Kecantikan tahun 2017, Laporan Keuangan per 31 Desember 2018, 
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Daftar Jumlah Peredaran Bruto selama tahun 2018, data inventaris harta atau 

aset perusahaan beserta penyusutannya. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2018:193) data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data dari 

pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer seperti undang-

undangan perpajakan, peraturan perpajakan, buku, artikel yang bersumber 

dari internet, dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan 

Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab kepada narasumber. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-

pihak yang terkait dengan perpajakan, yaitu Ibu Prihani selaku direktur CV. 

Kecantikan. 

b. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

c. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang didapat penulis berupa gambar laporan keuangan laba rugi 

dan neraca, serta daftar jumlah peredaran bruto. 

d. Observasi 

Observasi merupakan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data 

observasi berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan 

interaksi antara manusia. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata di CV. 

Kecantikan tentang Prosedur Pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 

Pada CV. Kecantikan di Kabupaten Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Prosedur pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada CV. 

Kecantikan sudah sesuai dengan prosedur ketentuan perpajakan. 

2. CV. Kecantikan yang merupakan Wajib Pajak Badan yang dikenai pajak final 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diubah 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. CV. Kecantikan 

dianggap telah melaporkan SPT Masa pada saat penyetoran, sehingga 

pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Penghasilan Badan 1771. 

3. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan 

menggunakan aplikasi e-SPT sangat efisien dalam penggunaannya dan 

menghemat waktu. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan mengenai Prosedur Pelaporan e-SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan di Kabupaten Jember, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. CV. Kecantikan sudah sangat baik dan patuh dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya, sehingga perlu dipertahankan agar terhindar dari sanksi pajak. 

2. Untuk memudahkan Wajib Pajak CV. Kecantikan dalam pengisian e-SPT 

untuk pelaporan SPT tahun selanjutnya, diharapkan pegawai mempelajari 

kembali file tata cara atau aturan penggunaan e-SPT yang telah ada di folder 

penginstallan aplikasi jika menemukan kesulitan. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir 
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Lampiran 10. Laporan Keuangan Laba Rugi 
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Lampiran 11. Laporan Keuangan Neraca 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


103 
 

 

Lampiran 12. Daftar Jumlah Peredaran Bruto 
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Lampiran 13. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Induk 
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Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir I 
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Lampiran 15. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir II 
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Lampiran 16. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir III 
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Lampiran 17. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir IV 
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Lampiran 18. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir V 
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Lampiran 19. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir VI 
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Lampiran 20. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Lampiran Khusus 

Daftar Penyusutan 
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Lampiran 21. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Transkrip Kutipan  

Elemen Laporan Keuangan 
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Lampiran 22. Bukti Penerimaan Elektronik 
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Lampiran 23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
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Lampiran 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
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Lampiran 25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
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Lampiran 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


125 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


126 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


127 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


128 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


129 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


130 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


131 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


132 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


133 
 

Lampiran 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 
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Lampiran 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 
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Lampiran 29. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 
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Lampiran 30. Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Ibu Prihani (Direktur CV. Kecantikan) 

Hari, Tanggal  : Senin, 18 Februari 2019 

Jam   : 10.00 – 11.30 WIB 

Disusun Jam  : 19.30 – 21.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruangan Direktur CV. Kecantikan 

Topik Wawancara : Pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 

 

Pewawancara : Assalamualaikum Bu Prihani, maaf mengganggu waktunya Ibu. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam mbak, iya mbak ada apa ya? 

Pewawancara : Saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara terkait 

saya magang disini. 

Narasumber : Oh iya mbak, silahkan duduk dulu. 

Pewawancara : Begini bu, saya melakukan magang di sini ingin mengambil studi 

kasus tentang pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 

menggunakan aplikasi e-SPT. Saya ingin bertanya apakah tahun 

sebelumnya perusahaan ibu sudah pernah menggunakan aplikasi e-

SPT ya bu? 

Narasumber : Saya kurang tahu ya mbak tentang hal-hal seperti itu, tapi setahu 

saya selama ini pelaporannya secara manual, ya mengisinya masih 

menggunakan kertas itu mbak.  

Pewawancara : Oh begitu ya bu. Tapi sebelumnya apakah ibu sudah tahu kalau 

sekarang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Badan menggunakan aplikasi e-SPT? 

Narasumber : Iya mbak, dan seingat saya kemarin sekitar bulan Mei 2018 

perusahaan kami baru mendaftarkan di web pajak untuk membuat 

yang untuk membayar pajak itu, saya lupa namanya mbak. 

Pewawancara : Iya bu namanya DJP Online, website tersebut mempermudah 

wajib pajak untuk pelaporan, membuat kode billing untuk 

menyetor pajak dan sebagainya. 
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Narasumber : Iya mbak iya. 

Pewawancara : Jadi begini bu, karena perusahaan ibu belum pernah menggunakan 

aplikasi e-SPT, dan juga karna saya ingin mengambil Tugas Akhir 

tentang pelaporan e-SPT, saya ingin membantu perusahaan ibu 

untuk melaporkan SPT Tahunan tahun 2018 menggunakan aplikasi 

e-SPT. 

Narasumber : Oh iya mbak silahkan, saya berterima kasih ada mbak magang di 

sini bisa membantu pegawai saya untuk pelaporannya. 

Pewawancara : Iya bu sama-sama. Untuk data-data keperluan pelaporan seperti 

laporan Laba Rugi, Neraca dan sebagainya bagaimana bu? 

Narasumber : Langsung minta data-datanya ke mbak dewi bagian administrasi 

itu mbak, semua berkasnya ada di mbak dewi, mungkin pembuatan 

laporan keuangan dan yang lainnya juga belum selesai tolong 

dibantu ya mbak. Arsip SPT Tahun 2017 juga ada di mbak dewi, 

bisa minta ke mbak dewi ya mbak. 

Pewawancara : Iya bu saya pasti bantu. Iya saya langsung ke mbak dewi. Saya 

juga meminta izin bu, apakah boleh saya memakai data perusahaan 

ibu untuk laporan Tugas Akhir? 

Narasumber : Boleh mbak, tapi saya minta jaga kerahasiaan data ya mbak, kalau 

bisa disamarkan nama perusahaannya dan yang berkaitan dengan 

pajak. 

Pewawancara : Iya bu terima kasih sudah memberikan izin. Nanti saya samarkan 

nama perusahaan ibu dan NPWPnya bu. 

Narasumber : Oh iya sudah mbak tidak apa-apa. Ya kalau butuh data-datanya ke 

mbak dewi langsung ya mbak? 

Pewawancara : Iya bu. Terima kasih atas kesediaan ibu untuk diwawancarai. 

Permisi bu, Wassalamualaikum bu. 

Narasumber : Iya mbak sama-sama. Wa’alaikumsalam mbak. 
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